BUPATI KuDus

PEI\IR(;\TURAN BUPATI KUDUS
MOR 2 (TAHUN 2010

TENTANG

pERUBAHAN ATAS PERATURAN BU
EDOMAN PELAKSANAAN PATI KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2010

A
DAERAH KABUPATEN KU NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

jenimbang

Mengingat

a.

DUS TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
guna mempercepat proses penyaluran Belanja Hibah, Bantuan
SOS|a|_, dan Bantuan Uang Duka, perlu mengubah Peraturan
Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286 );

_Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
kjjgd:?e? (Lembgran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
No?nor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);




10.

11.

12.

Undang-Unda
Pengelolaan dnagn ';l_omOr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Negara Republik I:;ggur?glaWab Keuangan Negara (Lembaran
Lembaran Nega onesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor 4400 );
Undang-Unda
Perencanaan ngperl:l]gmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Republik Indones; angunan Nasional (Lembaran Negara
Lembaran N sla Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
egara Republik Indonesia Nomor 4421 ):

Undang-U

Daerahg (C:,:ggr;l:mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Nomor 125 Tamp hNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 443’7) Sah anan Lembaran Negara Republik Indonesia
dengan Undan Sgalmana telah diubah beberapa kali terakhir
serubatian Ked g-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
I ua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
Indonesia Tmﬁrlntahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik
N ahun 2008 ~ Nomor 59, Tambahan Lembaran

egara Republik Indonesia Nomor 4844):

l!indang-Undang Nomor _33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta Jumiah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287),

Pemerintah Nomor 24 Tahun. 2004 tentang
Egsztg;ir;n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nc_egara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah

. kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21
S athas 07 tentand Perubahan Ketiga atas Peraturan
Tahun 20 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Pemerintathnomzéuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
aakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Perwakilan rlfun %007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

donesia Ta : .
:ge;?ublik Indonesia Nomor 4721);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan p
Akuntansj p
Tahun 2005 N
Indonesia No

€Mmerintah Nom
emerintahan (L:r:}24 Tahun 2005 tentang Standar

baran Negara Republik Indonesia
omo publik In :
e 4;;39; Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 5
Daerah (Lembaran Negara R
Nomor 136, Tambahan Lemb
Nomor 4574);

4 Tahun 2005 tentang Pinjaman
epublik Indonesia Tahun 2005
aran Negara Republik Indonesia

: mor 55 Tahun 2005 tentang Dana

erimb g
angan (%gf_?ba{an bNegara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor4é75)?m ahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nom i
o m
Informasi  Keuan r 56 Tahun 2005 tentang Siste

dgan Daerah .
Indonesia  Tan rah  (Lembaran Negara Republik

un 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pgdoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaragn Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

intah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
geratulr;ganpggqrgzgtwlik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Riggilik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Negara Republik Indonesia  Nomor 4609),
Lembaran telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Sebagalman‘la'\ hun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Nomor 38 Na mor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Baran_g
Pemerintah lo) erah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Milik Ngggs;arilo?nor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Tahun ’

Indonesia Nomor 4855);
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24.

26.

21

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelgnggmaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828),

Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99):

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Tahun 2010 Nomor 1),

Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 201_0 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan!a Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4 ),



33. Peraturan Bupati
at
Pedoman Pelgks;nKUd“S Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Daerah Kabupatenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kyq

.

| MEMUTUSKAN -
| PERA

aretaPen PERA%QQ“ BBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
| UPATI KUDUS NoMmOR 8 TAHUN 2010

PELAKSANAAN  ANGGARAN

PENDAPATAN DAN g
ELANJ
KUDUS TAHUN ANGGARA S a O.DAERAH KABUPATEN

Pasal |

Eg?neg?p% ke_:_er;]tuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus

Anggaran P ad un 2010 tentar_lg Pedoman Pelaksanaan

Tanoaran endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus

36 ggaran‘2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
10 Nomor 8) diubah sebagai berikut -

1. Lampirap Bab | huruf B angka 80. diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut -

80.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat
Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

2. Lampiran Bab Il huruf D angka 3 huruf a angka 2) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Hibah.
a) Pemberian Hibah dilakukan dengan naskah
perjanjian hibah daerah yang minimal memuat :
(1) Identitas penerima hibah;
(2) Tujuan pemberian hibah; dan
(3) Jumlah uang yang dihibahkan.

b) Bupati mendelegasikan penandatanganan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala SKPD atau
unit kerja selaku Kuasa Pengguna_Angg_aran yang
mengelola dana hibah dengan Penerima Hibah;

c) Hibah dalam bentuk uang dengan nilai sampai
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dapat diberikan dengan cara tunai, sedangkan
untuk nilai lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) diberikan melalui transfer;

: bentuk barang habis pakai,

9 Hl?qagda::rt?/r:dilakukan oleh Kepala SKPD atau unit /
E:rjg selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ‘
dengan peraturan perundang-undangan yang (

laku, selanjutnya penyerahan barang kepada
REfla ipah dilakukan sesuai dengan naskah

enerima h |
gerjanjian hibah daerah;

'’



e)

9)

h)

)

k)

Hibah dalam bentuk barang modal, proses
Pengadaan barang tersebut dilakukan oleh Kepala
SKPD atau unit kerja selaku Kuasa Pengguna
Anggaran yang kemudian dicatat dan dilaporkan
sebagai aset pemerintah daerah pada tahun
anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan pada
Penerima hibah terlebih dahulu dilakukan dengan
Penghapusan aset. Penyerahan barang hibah
dilakukan dengan naskah perjanjian hibah daerah;

Pemohon hibah dalam bentuk uang, mengajukar!
permohonan hibah kepada Bupati dilengkapi
persyaratan administrasi yang meliputi:

(1) Proposal/ rencana kegiatan; dan
(2) Nomor rekening penerima hibah, bagi yang
pemberiannya dilaksanakan lewat transfer.

Bupati memerintahkan Kepala SKPD atau unit kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk mengkaji
kelayakannya baik dari aspek besaran anggaran
maupun kemanfaatannya;

Kepala SKPD atau unit kerja selaku Kuasa Pengguna
Anggaran menindaklanjuti dengan membuat kajian,
selanjutnya merekomendasikan kepada Bupati
bahwa Dana Hibah dapat dicairkan/tidak dapat
dicairkan dengan disertai alasan yang kuat;

Dalam hal Bupati menyetujui, maka Bupati
memerintahkan kepada Kepala SKPD atau unit kerja
selaku  Kuasa Pengguna  Anggaran untuk
mengajukan permohonan pencairan dana kepada
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan melampirkan persyaratan
administrasi yang telah ditentukan, dengan disertai
keputusan penetapan penerima hibah yang
ditetapkan oleh Bupati atau Kepala SKPD atau unit
kerja  selaku Kuasa Pengguna  Anggaran.
Persyaratan administrasi tersebut meliputi :

(1) Proposal/ rencana kegiatan;

(2) Nomor rekening penerima hibah, bagi yang
pemberiannya dilaksanakan lewat transfer; dan

(3) Kuitansi bermaterai cukup;dan

(4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Dalam hal Bupati menolak permohonan hibah,
Kepala SKPD atau unit kerja selaku Kuasa
Pengguna Anggaran harus memberitahukan kepada
pemohon secara tertulis, dengan disertai alasan
penolakan;

Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
melaksanakan pengeluaran uang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;



) Pengajuan pencairan dana dari SKPD atau unit kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPKD
dilakukan dengan mekanisme SPP-LS;

m) Penerima  hibah wajib menyampaikan laporan
Peénggunaan dana kepada Bupati paling lambat akhir
tahun anggaran dengan tembusan Kepala SKPD
atau unit kerja selaky Kuasa Pengguna Anggaran;

Kepala SKPD atay unit kerja selaku Kuasa Pengguna

Nggaran mengkoordinasikan penerima hibah dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan
dana hibah serta melaporkan kepada Bupati.”

- Lampiran Bab ||| huruf D angka 3 huruf a setelah angka

2) ditanjbah 1 (satu) angka yakni angka 3), sehingga
berbunyi sebagai berikut -

n)

3) Program Penjadwalan Penyerahan Bantuan Hibah.
Penyerahan bantuan hibah dapat diberikan paling

lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali secara simbolis
oleh Bupati.”

Lampiran Bab Il huruf D angka 3 huruf b angka 2)
diubah, sehingga angka 2) berbunyi sebagai berikut :
2) Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban

Bantuan Sosial :

a) Kepala SKPD atau unit kerja selaku Kuasa
Pengguna Anggaran menyusun jadwal
kegiatan penyaluran dana, dan memberitahukan
kepada penerima bantuan untuk melengkapi
persyaratan pencairan dana:

b) Bantuan sosial dengan nilai sampai dengan
Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dapat
diberikan dengan cara tunai, sedangkan untuk
nilai di atas Rp 10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah) diberikan melalui transfer;

c) Pemohon bantuan sosial mengajukan
permohonan bantuan sosial kepada Bupati
dilengkapi  persyaratan administrasi yang
meliputi:

(1) Proposal/ rencana kegiatan; dan

(2) Nomor rekening penerima bantuan sosial,
bagi yang pemberiannya dilaksanakan lewat
transfer.

d) Bupati memerintahkan Kepala SKPD atau unit
kerja selaku Kuasa Pengg.una Anggaran, untuk
mengkaji kelayakannya baik dari aspek besaran
anggaran maupun kemanfaatannya.

e) Kepala SKPD atau unit kerja selaku Kuasa
Pengguna Anggaran _'menlndaklanjuti dengan
membuat kajian, selanjutnya
merekomendasikan kepada Bupati bahwa Dang
Bantuan Sosial c.lapat. dicairkan/tidak dapat
dicairkan dengan disertai alasan yang kyat.



f) Dalam hal Bupati menyetujui, maka Bupal
memerintahkan kepada Kepala SKPD atau unit
kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengajukan  permohonan pencairan dana
kepada Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat
Pengelola  Keuangan  Daerah  dengan
melampirkan persyaratan administrasi yang
telah ditentukan, dengan disertai keputusan
penetapan penerima bantuan sosial yang
ditetapkan oleh Bupati atau Kepala SKPD atau
unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Persyaratan administrasi tersebut meliputi :

(1) Proposall/ rencana kegiatan; _
(2) Nomor rekening penerima bantuan sosial,

bagi yang pemberiannya dilaksanakan
lewat transfer; dan

(3) Kuitansi bermaterai cukup.

g) Dalam hal Bupati menolak permohonan bantuan
sosial, Kepala SKPD atau unit kerja selaku
Kuasa Pengguna  Anggaran harus
memberitahukan kepada pemohon secara
tertulis, dengan disertai alasan penolakan;

h) Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah melaksanakan pengeluaran uang sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

i) Pengajuan pencairan dana dari SKPD atau unit
kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran
kepada PPKD dilakukan dengan mekanisme
SPP-LS;

j) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan
laporan penggunaan dana kepada Bupati
paling lambat akhir tahun anggaran dengan
tembusan kepada Kepala SKPD atau unit kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

k) Kepala SKPD atau unit kerja selaku Kuasa
Pengguna Anggaran mengkoordinasikan
penerima bantuan sosial dan bertanggungjawab
sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan
sosial serta melaporkan kepada Bupati.

5. Lampiran Bab lll huruf D angka 3 huruf b antara angka
2) dan angka 3) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka
2A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

2A) Program Penjadwalan Penyer_ahan Bantuan Sosial.
Penyerahan bantuan sosial dapat diberikan

¥ paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali secarg
simbolis oleh Bupati.

—_ .




a)

b)

d)

Duka -

Bupati m ,
emberikan mandat guna pelaksanaan

penge
DinagS I%‘z:&b?_ntuan uang duka kepada Kepala
epala Dina enaga Kerja dan Transmigrasi.
Transmigrasi S Sosial Tenaga Kerja dan
pelaksanaa waylh ~menyampaikan laporan
kepada B : .pe"_‘be“an bantuan uang duka
Upati setiap 1 (satu) minggu sekali;

Da

KeLaar;'; rarlljgka permohonan bantuan uang duka,

berkeWa'ibesa/l_um’]h bertanggungjawab dan

keabsahj an untuk meneliti kebenaran atau

uang d an (verifikasi) permohonan bantuan
9 duka yang diajukan oleh ahli waris;

'gh‘l(' warls yang berhak menerima bantuan uang
uka mengajukan surat permohonan bantuan
LEJ)ang duka, yang telah diverifikasi oleh Kepala

esa atag Lurah setempat kepada Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Surat permohonan  bantuan  uang duka

dilampiri :

(1) foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
dan foto copy Kartu Keluarga ( KK ) yang
masih berlaku  milik penduduk yang
meninggal dunia yang diketahui oleh Ketua
Rukun Tetangga ( RT ) dan/atau Ketua
Rukun Warga (RW) setempat;

(2) foto copy surat keterangan kematian dari

Kepala Desa/Lurah;

(3) surat keterangan ahli waris dari Kepala

Desa/Lurah;

(4) surat keterangan dari Kepala 'Desa/ Lurqh
bahwa penduduk yang meninggal dunia
adalah penerima atau anggota keluarga dari
penerima Bantuan Langsung Tunal ( BLT)
atau Jaminan Kesehatan Masyarakat

(JAMKESMAS) atau Jaminan Kesehatan

Masyarakat Daerah ( JAMKESDA ) atau

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala
Desal Lurah setempat;

enduduk yang meninggal dunia
isebabkan karena kecelakaan atau .sebat')-.
ot b lain yand bersifat luar biasa, dilampiri
5e02 kematian dari dokter

angan
surat kae::tr atagu puskesmas dan/atau surat
dari kepolisian;

(5) bagi
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©) dalam hal g waris tetin dari 1 (saty)
Orang, maka ditunjuk salah satu ahli wars
¥ang mewakili dan mendapat kuasa darl
seluruh ahii waris lainnya dan dituangkan
dalam surat kuasa bermaterai cukup;

(7) surat kuasa sebagaimana dimaksud pada
angka 6 (enam) dilampirkan sebagai
tambahan persyaratan pengajuan
Permohonan bantuan uang duka.

BerdaS§rkan permohonan uang duka
Sebagaimana dimaksud pada huruf c), Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Memberitahukan adanya kematian penduduk

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Surat - permohonan sebagaimana dimaksud
Pada huruf b, paling sedikit memuat nama,
umur, alamat, nama ahli waris yang sah, dan
penyebab kematian dari penduduk yang
meninggal dunia, yang diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah setempat;

S.urat permohonan dari ahli waris yang sudah
diteliti kebenaran atau keabsahan (diverifikasi)
oleh Kepala Desa/Lurah, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja dihitung sejak meninggal harus sudah
diterima oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mengkoordinasikan — pengajuan
bantuan uang duka dari Kepala Desa/Lurah
untuk diajukan kepada Bupati;

Dalam hal Bupati menyetujui, maka Bupati
memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa
Pengguna  Anggaran untuk  mengajukan
permohonan pencairan dana kepada Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah  (PPKD)  dengan  melampirkan
persyaratan administrasi. Persyaratan
administrasi tersebut meliputi :

(1) surat penetapan penerima bantuan uang
duka oleh Bupati atau Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku

Kuasa Pengguna Anggaran;

(2) surat permohonan pencairan bantuan uang
duka yang sudah diverifikasi oleh Kepala

Desa/ Lurah;



) Dalam pg

uang dUkaBl}J(pati Menolak permohonan bantuan
' \epala Dinas Sosjg| Tenaga Kerja
e selaku Kuasa Pengguna
Pemohon S Memberitahukan kepada
Denolakan?ecara tertulis dengan disertai alasan

K) Be
Peggigzia Pengeluaran PPKD pada Dinas
SETar an  dan Pengelolaan  Keuangan
paling Iammelaksanakan pengeluaran uang
\ a 2 (dua) harj kerja setelah pengajuan

darj Dinas  Sos;
osial i
Trans grasi Tenaga Kerja dan

Pe i .
Ngajuan pencairan dana dari Dinas Sosial

g$naga Kerja dan Transmigrasi kepada PPKD
llakukan dengan mekanisme SPP-LS;

m) $9D8|a_ Dinas  Sosial Tenaga Kerja dan
ransmigrasi  menyusun jadwal  kegiatan
Penyaluran dana, dan memberitahukan kepada

Penerima bantuan uang duka dengan tembusan
Kepala Desa/lLurah, Camat dan Bupati;

n) Penyerahan bantuan uang duka dapat diberikan

paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali secara
simbolis oleh Bupati:

0) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran
mengkoordinasikan penerima bantuan uang
duka dan bertanggungjawab sepenuhnya atas
penggunaan dana bantuan uang duka serta
melaporkan kepada Bupati.

7. Lampiran Bab IV huruf A angka 3 diubah, sehingga
angka 3 berbunyi sebagai berikut :

3.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU
dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk
memperoleh persetujuan dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan waktg penggunaan. Dalam
hal dana tambahan uang tldak habis digunakan
dalam 1 ( satu ) bulan, maka sisa tambahan uang
disetor ke rekening kas_qmun_w.daerah,

Dokumen SPP-TU terdiri dap ;

a. Surat pengantar SP.P-TU,

b. Ringkasan SPP—TU.

c. Rincian SPPTTU,

d. Salinan SPD;

.o
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0. Surat

er | .
Pe“m‘luk "Vataan untuk  ditandatangani oleh

’ Na anggaran/kuasa pen et

p Jgaran/kus gguna angg

Zi‘lgl?r Monyatakan bahwa unnpg yang diminta tidak
gunakan untuk keperluan selain tambahan

uang 0 -
kunsar;ill.rjafsdlmn saat pengajuan SP2D kepada

k:ggtrl keterangan yang memuat penjelasan
dnh van pengisian tambahan uang persediaan;

9. Lampiran lainnya.

Perat Pasal ||
u Tt ;
ran Bupati ini mylaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar  setia
en getahuinya, memerintahkan
e .gL,ln.df'f,‘ga" Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

e a
felah diteliti atas kebenarannya : erah Kabupaten Kudus.
e —— e
No. __Jabatan Paraf :
L — *‘:'l - —— Ditetapkan di Kug
A pada tanggal
5 | ASISTEN SEKDA E
s Qs — - S ——— l‘~.1
3 | KEPALA DINAS/BADAN
= ' s edasiiu 1 w
KEPALA BAGIAN /
1 | KANTOR / BIDANG
rem——— - - — - m———— - ’{
5 BAG. HUKUM/LAINNYA |
andanﬁ'ﬁh'df—}{ddﬁé_ ST
nada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ' *> NOMOR

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.11.01
09:45:46 +07'00'
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